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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.idP U T U S A N

NOMOR :  86/B .TUN/2011/PT.TUN.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN METUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadi l an  Tingg i  Tata  Usaha  Negara  Makassar  

yang  memer iksa  dan  mengadi l i  sengketa  ta ta  usaha  

negara  dalam  t i ngka t  banding ,  te l ah  menja tuhkan  

putusan  sebaga i  ber i ku t   dalam  sengketa  

anta ra  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

BUPATI  KABUPATEN  MAMUJU,  Berkedudukan  di  Ja lan  

Soekarno  Hat ta  Nomor  :  1,  

Mamuju  91511,  Prop ins i  

Sulawes i  Bara t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dalam  ha l  in i  d iwak i l i  o leh  

kuasanya  bernama  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

1. MUHAMMAD HATTA,  SH ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. DRS. ARTIS EFENDIM,  M.AP ;  

- - - - - - - - - - - - - - - -

3. MUH. IHSAN,  SH ;  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

Berdasarkan  Sura t  Kuasa  Khusus  

te r t angga l  9  Desember  2010,  

Nomor  :  040/431 /X I I / 2 010 ,  yang  

untuk  se lan ju t nya  disebu t  

Sebagai  TERGUGAT/  PEMBANDING ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

M E L A W A N

1. BENYAMIN  SOPAMENA,  Kewarganegaraan  Indones ia ,  

Peker jaan  Di rek tu r  

Utama ……………

Utama  Badan  Usaha  Mi l i k  

Daerah /  Perusahaan  Daerah  

(BUMD/Perusda)  Kabupaten  

Mamuju  /  Swasta ,  bera lamat  d i  

Ja lan  Puncak  Mas  Nomor  :  8 

BGH,  RT/RW.  01/08 ,  Kelu rahan  

Ci jayan t i ,  Kecamatan  Babakang  

Madang,  Kabupaten  Bogor  Jawa 

Bara t ,  yang  untuk  se lan ju t nya  

d isebu t  Sebaga i  PENGGUGAT I /  

TERBANDING ;  - - - - - - - -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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2. ANDI  INDRAMA,  Kewarganegaraan  Indones ia ,  

Peker jaan  Di rek tu r  Operas iona l  

Badan  Usaha  Mi l i k  Daerah /  

Perusahaan  Daerah  

(BUMD/Perusda)  Kabupaten  

Mamuju  /  Swasta ,  bera lamat  d i  

Ja lan  Hidro log i  Nomor  :  9 

RT/RW.  04/08 ,  Kelu rahan  

Cigadung,  Kecamatan  Cibeuny ing  

Kale r ,  Kota  Bandung   Jawa 

Bara t ,  yang  untuk  se lan ju t nya  

d isebu t  Sebaga i  PENGGUGAT 

I I / TERBANDING  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

Dalam  hal  in i  keduanya  

d iwak i l i  o leh  Kuasa  Hukumnya 

bernama  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. IGNATIUS  SUPRIYADI ,  SH  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. HARTANTO,  SH  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id 3. HERTANTO, SH……….

3. HERTANTO,  SH  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

Kesemuanya  Warga  Negara  

Indones ia ,  Peker j aan  

Advokat /Pengacara  pada  Law 

Fi rm  Igna t i u s  Supr i yad i  & 

Har tan to ,  bera lamat  di  Gedung 

Set iabud i  At r i um  Lanta i  2 

Sui te  206B,  Ja lan  HR.  Rasuna 

Said ,  Kav.  62  Jakar ta  12920,  

berdasarkan  Sura t  Kuasa  Khusus  

te r t angga l  15  Nopember  2010,  

yang  untuk  se lan ju t nya  disebu t  

sebaga i  PARA 

PENGGUGAT/TERBANDING  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pengadi l an  Tingg i  Tata  Usaha Negara  

te rsebu t  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Telah  membaca :

1. Penetapan  Ketua  Pengadi l an  Tingg i  Tata  Usaha 

Negara  Makassar  tangga l  9 Agustus  2011  Nomor  :  86  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia
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/  Pen  2011  /  PT.TUN.Mks.  Perkara  Nomor  :  

86/B .TUN/2011/PT.  TUN  Mks,  ten tang  Penunjukan  

Susunan  Maje l i s  Hakim  untuk  memer iksa ,  memutus  

dan menyelesa i kan  sengketa  in i  ;  - - - - - -

2. Putusan  Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara  Makassar ,  

tangga l  14 Maret  2011  Nomor  :  65/G.TUN/2010/P .TUN 

Mks,  beser ta  lampi ran  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Membaca  berkas  perka ra  dan  sura t - sura t  la i nnya  

berka i t an  dengan  perkara  in i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TENTANG.. . . . . . . . . . .

TENTANG DUDUK SENGKETANYA

Memperhat i kan  dan  mener ima  keadaan  mengenai  

duduknya  sengketa  in i  sebag aimana  te rcan tum  pada 

putusan  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Makassar  

Nomor  :  65/G.TUN/2010/P .TUN.MKS,  tangga l   14  Maret  

2011,  beser ta  sura t - sura t  la i n  yang  

berka i t an ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa Penggugat  I /  Terband ing  dan  

Penggugat  I I /  Terband ing  d ida lam  pet i t um  gugatannya  

memohon  agar  Pengad i l an  Tata  Usaha  negara  Makassar  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.idmenja tuhkan  putusan  sebaga i  

ber i ku t  : - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN :

- Mengabulkan  Permohonan  Penundaan  (Penangguhan)  

Pelaksanaan  Sura t  Keputusan  Bupat i  Mamuju  Nomor  

356  Tahun  2010  (ber i ku t  lampi rannya)  te r t angga l  

22  Oktober  2010  ten tang  Pemberhent i an  Di reks i  

Perusahaan  Daerah  Kabupaten  Mamuju  sepan jang  

nama/ te rka i t  d i r i  Benyamin  Sopamena  dan  Andy  

Ind rama  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

- Menyatakan  dan/a tau  memer in tahkan  penundaan  

(Penangguhan)  Pelaksanaan  Sura t  Keputusan  Bupat i  

Mamuju  Nomor  356  Tahun  2010  (ber i ku t  lampi rannya)  

te r t angga l  22  Oktober  2010  ten tang  Pemberhent i an  

Di reks i  Perusahaan  Daerah  Kabupaten  Mamuju  

sepan jang  nama/ te rka i t  d i r i  Benyamin  Sopamena dan  

Andy  Ind rama  sampai  adanya  putusan  yang  

berkekua tan  hukum te tap  dalam  perkara  aquo   dan  

se lan ju t nya  memer in tahkan  Tergugat  agar  t i dak  

mengelua rkan

keputusan………..

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6
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keputusan  leb ih  lan ju t  te rka i t  Sura t  Keputusan  

Bupat i  Mamuju  Nomor  356  Tahun  2010  (ber i ku t  

lampi rannya)  te r t angga l  22  Oktober  2010  ten tang  

Pemberhent i an  Di reks i  Perusahaan  Daerah  Kabupaten  

Mamuju  sepan jang  nama/ te r ka i t  d i r i  Benyamin  

Sopamena  dan  Andy  Indrama,  te rmasuk  namun  t i dak  

te rba tas  pada  pengangkatan  Di reks i  baru  pada  

BUMD/Perusda  Kabupaten  Mamuju ,  sampai  adanya  

putusan  yang  berkekua tan  hukum  te tap  dalam 

perkara  aquo ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan  gugatan  Penggugat  untuk  se lu ruhnya  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Menyatakan  bata l  atau  t i dak  sah  Sura t  Keputusan  

Bupat i  Mamuju  ( i n  casu  Tergugat )  Nomor  356  Tahun  

2010  (ber i ku t  lampi rannya)  te r t angga l  22  Oktober  

2010  ten tang  Pemberhent i an  Di reks i  Perusahaan  

Daerah  Kabupaten  Mamuju  sepan jang  nama /  te rka i t  

d i r i  Benyamin  Sopamena  dan  Andy  Indrama  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Mewaj ibkan  Tergugat  untuk  mencabut  Sura t  

Keputusan  Bupat i  Mamuju  Nomor  356  Tahun  2010  

(ber i ku t  lampi rannya)  te r t angga l  22  Oktober  2010  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.idten tang  Pemberhent i an  Di reks i  Perusahaan  Daerah  

Kabupaten  Mamuju  sepan jang  nama/ te r ka i t  d i r i  

Benyamin  Sopamena  dan  Andy  Indrama  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. Mewaj ibkan  Tergugat  untuk  melakukan  rehab i l i t a s i  

atau  memul ihkan  nama,  kedudukan  dan  harka t  

martaba t  dar i  Benyamin  Sopamena  dan  Andy  Ind rama  

seper t i  sed iaka la  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

5. Menghukum………..

5. Menghukum Tergugat  untuk  membayar  biaya  perka ra  

yang  t imbu l  dalam  perka ra  in i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  pet i t um  te rsebu t  dia j ukan  

berdasarkan  atas  alasan- alasan  sebaga imana  d iu ra i kan  

dalam  pos i t a  gugatannya  yang  pada  pokoknya  sebaga i  

ber i ku t  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Bahwa   obyek  sengketa  dalam  perkara  aquo  ya i t u  

Sura t  Keputusan  Bupat i  Mamuju  Nomor  :  356  Tahun  

2010  te r t angga l  22  Oktober  2010,  ten tang  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8
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Pemberhent i an  Di reks i   Perusahaan  Daerah  

Kabupaten  Mamuju  sepan jang  nama/ te r ka i t   d i r i  

Benyamin  Sopamena dan Andy Indrama- - - - - -

2. Bahwa  dengan  di te rb i t k annya  obyek  sengketa  

kepent i ngan  Penggugat  I  dan  Penggugat  I I  secara  

langsung  di rug i kan  ,  baik  berupa  keh i l angan  hak  

untuk  menjaba t   sampai  kurang  leb ih  2  (  dua  )  

tahun  lag i ,  hak  untuk  mener ima  gaj i  se lama  masa 

s isa  jaba tan  ,  hak  untuk  mempero leh  gaj i  yang  

belum  dipe ro l ehnya  se lama  masa  jaba tan  

ber langsung ,  hak  untuk  mener ima  presentase ,  

maupun  uang  pr ibad i  yang  dike lua rkan  Penggugat  I  

untuk  kepent i ngan  mer in t i s  ker j asama  dengan  para  

inves to r  maupun  untuk  sega la  operas iona l  Kantor  

BUMD /  Perusda  Mamuju ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Bahwa  sura t  Keputusan  yang   menjad i  obyek  

sengketa  a  quo  di te rb i t k an  te lah  melanggar  

pera tu ran  perundang- undangan  yang  ber l aku  ,  ya i t u  

Undang- Undang Nomor  :  5   Tahun  1962  ten tang  

Perusahaan  Daerah,    Keputusan   Menter i   Dalam 

Neger i   Nomor   :    50  T ahun   1999   ten tang  

Kepengurusan ………..

Kepengurusan  Badan  Usaha  Mi l i k  Daerah ,  ser ta  

Pera tu ran  Daerah  Kabupaten  Mamuju  Nomor  9  Tahun  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id2009  Tentang  Badan  Usaha  Mi l i k  

Daerah . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. Bahwa  untuk  menghindar i  kerug ian  yang  leb ih  

besar ,  apabi l a  sura t  keputusan  yang  menjad i  

obyek   da lam  perkara  in i  te tap  d i l aksanakan  dan  

o leh  karena  t i dak  ada  kepent i ngan  umum yang  harus  

d i l i n dung i ,  maka  Penggugat  mohon  kepada  

Pengadi l an  untuk  menunda  pelaksanaan  atas  sura t  

keputusan  yang  menjad i  obyek  sengketa  da lam 

sengketa  a quo. - - - - - -

Menimbang  ,  bahwa te rhadap  gugatan  te rsebu t  ,  

p ihak  Tergugat  /  Pembanding  te lah  mengajukan  jawaban  

yang  te rd i r i  ekseps i  dan  pokok  perkara  yang  pada  

pokoknya  sebaga i  

ber i ku t  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DALAM EKSEPSI  :

1.GUGATAN  TIDAK JELAS DAN KABUR ;

Bahwa  apa  yang  di j e l a skan  oleh  Penggugat  dida lam  

gugatannya  mencampuradukkan  anta ra  pos is i  pos i t a  dan  

pet i t um  dimana  kons t ruks i  pos i t a  t i dak  je l as ,  kabur  

dan cenderung  t i dak  s is t ima t i s ,  seh ingga  t i dak  je l as  

t i ndakan- t i ndakan  seper t i  apa  yang  d i l akukan  oleh  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

11

Tergugat  seh ingga  merug ikan  

Penggugat . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR;

Bahwa   gugat an   Penggugat    yang    d ia j ukan  

kepada    Tergugat    semest i nya

diawa l i ………….

diawa l i  dengan  upaya  admin is t r a s i  sesua i  amanat  

Pasa l  48  ayat  1  Undang- Undang  Nomor  :  5  Tahun  1986 

ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  namun  je l as  

dalam  gugatan  t i dak  te r l i h a t  dalam  dal i l  ura ian  

gugatan  Penggugat  baik  awal  maupun akh i r  upaya- upaya  

yang  di l akukan  Penggugat  te rka i t  ke lua rnya  obyek  

sengketa - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa  keh i l angan  hak  untuk  mempero leh  

gaj i / p enghas i l an  ada lah  dal i l  yang  mengada- ada  ,  

karena  sampai  saat  in i  rencana  ker j a  Perusahaan  

Daerah  t i dak  pernah  mendapatkan  pengesahan  dar i  

Bupat i  Mamuju  sesua i  pasa l  14 huru f  b Perda  Nomor  

:  9  Tahun  2009  dan  ka laupun  ada  penyampaian  

lapo ran  keuangan  sesua i  pasa l  36  ayat  2  Perda  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.idNomor  :  9  Tahun  2009  ,  harus lah  diaud i t  o leh  

Akuntan  Publ i k  atau  Apara t  Pengawasan  

Fungs iona l ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Bahwa  upaya- upaya  untuk  mengembangkan  Perusda  

Mamuju  ,  sesua i  lapo ran  Badan  Pengawasan  t i dak  

d i l apo rkan  secara  mendeta i l ,  padaha l  je l as  Badan  

Pengawas  sesua i  Perda  Nomor  :  9  Tahun  2009  pasa l  

29  huru f  a  Badan  Pengawas  mempunyai  tugas  

mengawasi  keg ia tan  operas iona l  perusahaan  daerah  

hal  in i  juga  te rmuat  da lam  pasa l  30  huru f   a 

Perda  Nomor  :  9  tahun  2009  Badan  Pengawas 

mempunyai  wewenang  mengawasi  pe laksanaan  program 

ker j a  perusahaan  daerah   ,  dan  semua  keg ia tan -

keg ia tan  yang  di l akukan  oleh  Penggugat   I   dan  

Penggugat   I I  ,  te lah   melakukan   survey   dan 

stud i   lapangan   dan b iaya  yang t imbu l  dar i

kantong …………..

kantong  Penggugat  t i dak  pernah  d i l apo rkan  kepada  

Badan  Pengawas  dan  Tergugat  ser ta  harapan  

keuntungan  (  ga in  )yang  te rc i p t a  dar i  proses -

proses  ker j asama  te rsebu t  adalah  t i dak  re levan  

d ih i t ung  dan  dip resen tase ,  menginga t  Pengurus  

Perusda  ada lah  se lama  4  (  empat  )  tahun  dan  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12
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i t upun  hanya  bisa  d i t ambah  satu  ka l i  

per iode ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Bahwa  atu ran  dasar  untuk  menerb i t kan  Obyek  

Sengketa  cukup  dengan  Perda  Nomor:  9  Tahun  2009  

ten tang  Badan Usaha  Mi l i k  Daerah  Kabupaten  Mamuju  

,  te r t angga l  1  Mei  2009  te rca ta t  dalam  Lembaran  

Daerah  Kabupaten  Mamuju  Nomor:  9  Tahun  2009,  

karena  ber laku  azas  hukum  yang  khusus  leb ih  

d iu tamakan  dar i  pada hukum yang umum;- - - - - - -

4. Bahwa  Keputusan  Bupat i  Nomor  :  356  Tahun  2010  

(  Obyek  Sengketa  )  ber laku  secara  permanen  kepada  

se lu ruh  di reks i ,  ar t i n ya  pengunduran  di r i  t i dak  

b isa  d ika tegor i k an  sebaga i   pemberhent i an  secara  

bersama- sama  dengan  Penggugat  I  dan  Penggugat  

I I  ,  seh ingga  Penggugat  I  menyatakan  berwenang  

menunjuk  PLT  karena  Ia  send i r i  juga  

d ibe rhen t i k an ,  seh ingga  Pasal  21  ayat  1  Perda  

Nomor:  9  Tahun  2009,  t i dak  b isa  

d i t e rapkan ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. Bahwa pada  saat  te rka i t  adanya  pengunduran  d i r i  3 

Di reks i  d i temukan  fak ta  bahwa  kond is i  Perusda  

Mamuju  dalam  kond is i  t i dak  efek t i f  seh ingga  

d ipe r l ukan  proses  res t r uk t u r i s a s i  dan  rekomendas i  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.idBPK RI  Perwak i l an  Prop ins i  Sulawes i  Bara t  yang  

mensyara tkan  kedudukan  kanto r  Perusda  Mamuju  

mest i  berada  di  kota  Mamuju  ,  ha l  in  sesua i  

amanat  Pasal  4 ayat

1 Perda ………….

1  Perda  Nomor:  9  Tahun 

2009; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -   

6. Bahwa  di l akukannya  pemer iksaan  seh ingga  lah i r  

lapo ran  Badan  Pengawas  Perusda  Mamuju  ada lah  

berdasarkan  sura t  Bupat i  Mamuju  Nomor  :  539  ,  

tangga l  17  September  2010  ,  per iha l  permin taan  

lapo ran  keuangan  dan  k ine r j a  BUMD Mamuju  ,  dan  

hal  in i  t i dak  pernah  di t i ndak  lan ju t i  dan  

managemen sudah  t i dak  efek t i f  untuk  melaksanakan  

tanggung  jawab  yang  

d i t e r ima ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  alasan- alasan  

te rsebu t  Tergugat  /  Pembanding  mohon kepada  Maje l i s  

Hakim  untuk  menja tuhkan  sebaga i  

ber i ku t  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DALAM PENANGGUHAN :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14
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Menolak  permohonan  penangguhan  pelaksanaan  

Keputusan  yang  menjad i  Obyek  

Sengketa ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DALAM EKSEPSI  :

1. Menyatakan  mener ima  Ekseps i  

Tergugat ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

2. Menyatakan  gugatan  Penggugat  t i dak  dapat  

d i t e r ima ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan  menolak  gugatan  Penggugat  untuk  

se lu ruhnya ; - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Menyatakan  sah  t i ndakan  hukum  Tergugat  da lam 

mengelua rkan  Keputusan    Tata  Usaha  Negara  yang  

menjad i  obyek  sengketa ;  - - - - - - - - - - - - - - -

3. Menyatakan ……….

3. Menyatakan  sah  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  

menjad i  obyek  

gugatan ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. Menghukum Penggugat  untuk  membayar  b iaya  perkara  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.idyang  t imbu l  dalam  perka ra  

in i ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang  ,  bahwa  kedua  belah  pihak  te lah  

mengajukan  pembukt i an ,  dar i   Penggugat  I  /  

Terband ing   dan  Penggugat  I I  /  Terband ing  berupa  

fo to  copy  bukt i - bukt i  sura t  yang  d ibe r i  tanda  P- 1 

sampai  dengan  P- 11  ,  sedangkan  dar i  Tergugat  /  

Pembanding  mengajukan  bukt i  berupa  fo to  copy   bukt i -

bukt i  sura t  yang  dibe r i  tanda  T- 1  sampai  dengan  T-

7  ,  ser ta  3  (  t i ga  )  orang  saks i  d ibawah  

sumpah; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  da lam  sengketa  te rsebu t  

Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara  Makassar  te lah  

menja tuhkan  putusan  yang  amarnya  sebaga i  

ber i ku t  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DALAM PENANGGUHAN :

Menyatakan  untuk  mempertahankan  Penetapan  Nomor  :  

65/G.TUN/2010/PTUN Mks.  tangga l  13  Januar i  2011  

ten tang  Penundaan  Pelaksanaan  Sura t  Keputusan  

Bupat i  Kabupaten  Mamuju  (Terguga t )  Nomor  356  

Tahun  2010  te r t angga l  22  Oktober  2010 ,  ten tang  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16
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Pemberhent i an  Di reks i  Perusahaan  Daerah  Kabupaten  

Mamuju  sepan jang  nama/ te r ka i t  d i r i  Benyamin  

Sopamena  dan  Andy  Indrama,  sampai   adanya  

putusan   dalam   sengketa  aquo  yang  berkekua tan  

hukum 

te tap…………….  

te tap   ( i nk rach t  van  gewi j sde ) ,  kecua l i  ada  

penetapan  la i n  d ikemudian  har i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DALAM EKSEPSI  :

- Menolak  Ekseps i  Tergugat  se lu ruhnya  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan  gugatan  Para  Penggugat  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Menyatakan  bata l  Keputusan  Tata  Usaha Negara  yang  

d i t e rb i t k an  oleh  Tergugat  (Bupat i  Mamuju)  berupa  

Sura t  Keputusan  Nomor  356  Tahun  2010  te r t angga l  

22  Oktober  2010,  ten tang  Pemberhent i an  Di reks i  

Perusahaan  Daerah  Kabupaten  Mamuju  sepan jang  

nama/ te rka i t  d i r i  Benyamin  Sopamena  dan  Andy  

Ind rama  ;  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17
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putusan.mahkamahagung.go.id- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Memer in tahkan  kepada  Tergugat  (Bupat i  Mamuju)  

untuk  mencabut  Sura t  Keputusan  Nomor  356  Tahun  

2010  te r t angga l  22  Oktober  2010,  ten tang  

Pemberhent i an  Di reks i  Perusahaan  Daerah  Kabupaten  

Mamuju  sepan jang  nama/ te r ka i t  d i r i  Benyamin  

Sopamena dan Andy Indrama ;  - - - - -

4. Mewaj ibkan  kepada  Tergugat  (Bupat i  Kabupaten  

Mamuju)  untuk  merehab i l i t a s i  ser ta  mengembal i kan  

kedudukan  dan  harka t  martaba t  Para  Penggugat  

(Benyamin  Sopamena  dan  Andy  Indrama)  pada  

kedudukan  semula  sebaga i  Di rek tu r  Utama  dan  

Di rek tu r  Operas iona l  Badan  Usaha  Mi l i k  

Daerah /Perusda  Kabupaten  Mamuju  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. Menghukum…………

5. Menghukum Tergugat  untuk  membayar  biaya  perka ra  

sebesar  Rp.  72.000 , -  ( tu j uh  puluh  dua  r ibu  

rup iah )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang  ,  bahwa  per t imbangan  Maje l i s  

Tingka t  per tama  da lam  putusannya  te rsebu t  pada  

pokoknya  sebaga i  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18
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ber i ku t  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DALAM EKSEPSI  :

- Bahwa  dal i l  ekseps i  Tergugat  mengenai  gugatan  

Para  Penggugat  t i dak  je l as  dan  kabur  ada lah  t i dak  

berdasar  hukum ,  karena   gugatan  Penggugat  te lah  

memuat  nama ,  warga  negara  ,  tempat  t i ngga l  dan  

peker j aan  Para  Penggugat   ,  atau  kuasanya  ,  

nama ,  jaba tan  ,  dan  tempat  kedudukan  Tergugat  ,  

dasar  gugatan  dan  ha l   yang  d imin ta  untuk  

d ipu tuskan  o leh  Pengad i l an ,  dan  gugatan  d ibua t  

dan  d i t anda tangan i  o leh  kuasa  Para  Penggugat  ,  

d ise r t a i  dengan  sura t  kuasa  yang  sah,  dan  

d ise r t a i  dengan  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  

d isengke takan  ,  dan  o leh  karena  ha l  te rsebu t  

te lah  memenuhi  keten tuan  sebaga imana  dimaksud  

dalam pasa l  56  Undang- undang  Nomor:  5  Tahun  1986  

sebaga imana  te lah  di rubah  dengan  Undang- undang  

Nomor  :  9  Tahun  2004  dan  te rakh i r  dengan  Undang-

undang  Nomor  :  51  Tahun  2009  ten tang  Perubahan  

kedua  atas  Undang- undang  Nomor  :  5  Tahun  1986  

ten tang  Perd i l an  Tata  Usaha Negara  ,  maka ekseps i  

te rsebu t  harus  d inya takan  

d i t o l a k ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa obyek  sengketa  a  quo  te lah  f i na l  ,  ar t i n ya  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 19



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.idsudah  d i f i n i t i f  dan  karenanya    dapat  

menimbulkan    ak iba t    hukum ,     sebaga imana  

yang

dimaksud …………

dimaksud  pasa l  1  angka  3  Undang- undang  Nomor  :  5 

Tahun  1986   jo .  Pasal  1  angka  9  Undang- Undang 

Nomor  :  51  Tahun  2009  ten tang  perubahan  kedua  

atas  Undang- Undang  Nomor  :  5  Tahun  1986  Tentang  

Perd i l an  Tata  Usaha  Negara  ser ta   bukan  te rmasuk  

obyek  sengketa  yang  d idasarkan  pada  pasa l  3  jo  

pasa l  55  Undang- Undang  Nomor  :  5  Tahun  1986  

ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  ,  seh ingga  

gugatan  Penggugat  t i dak l ah  

prematu r ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  dalam  keten tuan  pera tu ran  perundang-

undangan  yang  menjad i  dasar  d i t e rb i t k annya  obyek  

sengketa  a  quo  ,  t i dak  mengatur  ten tang  adanya  

upaya  admin is t r a t i f  ba ik  berupa  dengan  cara  

penga juan   sura t  kebera tan  maupun  band ing  

admin is t r a t i f  (  admin is t r a t i f  beroep  )  yang  harus  

d i t empuh  oleh  Penggugat  ,  o leh  karenanya  ekseps i  

Tergugat  ten tang  gugatan  Penggugat  Prematur  

harus lah  di to l a k ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 20
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DALAM POKOK PERKARA :

- Bahwa  sesua i   pera tu ran  dasar  atas  penerb i t an  

obyek  sengketa  da lam  perkara  aquo  ,  ya i t u  pasa l  

11  ayat  1  dan  ayat  2  Undang- Undang  Nomor  :  5 

tahun  1962  ten tang  Perusahaan  Daerah    jo .  Pasal  

14 huru f  a Keputusan  Menter i  Dalam Neger i  Nomor  :  

50  tahun  1999  Tentang  Kepengurusan  Badan  Usaha 

Mi l i k  Daerah  jo .  Pasa l  21 huru f  a Perda  Kabupaten  

Mamuju  Nomor  :  9  Tahun  2009  Tentang  Badan  Usaha  

Mi l i k  Daerah  (  BUMD )  Kabupaten    Mamuju  ,  

secara    mater i i l ,    locus    dan    tempor i s  ,  

Bupat i

Kabupaten …………..

Kabupaten  Mamuju  berwenang  menerb i t kan  Obyek  

Sengketa  a  quo (Buk t i  P.2  = 

T.1  )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  Para  Penggugat  dibe rhen t i k an  dar i  

jaba tannya  o leh  Bupat i  Mamuju  bukan  karena  alasan  

sebaga imana  d ia tu r  da lam keten tuan  Pasal  12  ayat  

1  huru f  a,b , c  Undang- Undang  Nomor  :  5  Tahun  1962  

Tentang  Perusahaan  Daerah  jo .  Pasa l  12  huru f  

a,b , c , f  Keputusan  Menter i  Dalam Neger i  Nomor  :  50  

Tahun  1999  Tentang  Kepengurusan  Badan Usaha Mi l i k  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 21
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.idDaerah  jo .  Pasa l  19 huru f  a,b ,c , f  Perda  Kabupaten  

Mamuju  Nomor:  9  Tahun  2009  Tentang  Badan  Usaha  

Mi l i k  Daerah  ,  ya i t u  karena  :  atas  permin taan  

send i r i  ,  meningga l  dun ia  ,  karena  kesehatan  

seh ingga  t i dak  dapat  melaksanakan  tugasnya ,  t i dak  

melaksanakan  tugas  sesua i  dengan  program   ker j a  

yang  te l ah  d ise tu j u i  ,  te r l i b a t  dalam  t i ndakan  

yang  merug ikan  Badan Usaha Mi l i k  Daerah  ,  d ihukum 

pidana  berdasarkan  putusan  Pengadi l an  Neger i  yang  

te lah  berkekua tan  hukum te tap ; - - - - - - - - - - -

- Bahwa  pemberhent i an  Para  Penggugat  se laku  

Di rek tu r  Utama  dan  Di rek tu r  Operas iona l  te l ah  

mendasarkan  adanya  lapo ran  Badan  Pengawas  Perusda  

Kabupaten  Mamuju  te r t angga l  18  Oktober  2010  

(  Bukt i  T.2  )  ,  te tap i  pada poin t  1 (  satu  )  yang  

menyatakan  “  untuk  mewujudkan  BUMD Kabupaten  

Mamuju  te tap  eks is  “  dan  dihubungkan  dengan  

kete rangan  saks i  Yusr i  ,S .Sos .MM,  Badan  Pengawas  

t i dak  Merekomendas ikan  Di rek tu r  Utama  dan  

Di rek tu r  Opers iona l  untuk  

d ibe rhen t i k an ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa…………..

- Bahwa pemberhent i an  te rhadap  di r i  Para  Penggugat  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 22
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t i dak  di temukan  adanya  rekomendas i  dar i  DPRD 

Kabupaten  Mamuju  sebaga imana  yang  di ten tukan  

dalam  pasa l  11  ayat  2  Undang- Undang  Nomor:  5 

Tahun  1962  Tentang  Perusahaan  

Daerah ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  rekomendas i  Badan  Pengawas  Badan  Usaha 

Mi l i k  Daerah /  Pemer in tah  Daerah  Kabupaten  Mamuju  

sebaga imana  yang  te r t uang  dalam  poin t  ke  2  yang  

menyatakan  Di reks i  dapat  diberhen t i k an  dengan  

a lasan  t i dak  melaksanakan  tugasnya  sesua i  program 

ker j a  yang  te l ah  d ise tu j u i  ,   te rnya ta  t i dak  

sesua i  dengan  fak ta - fak ta  hukum  yang  te rungkap  

d ipe rs i dangan  ,  ya i t u  berdasarkan  bukt i - bukt i  

P.4 ,P .5  ,P .6  ,P .7  ,P .8  ,P .9 .a  dan  P.9 .b  ,  P.10 .a  

da  P.10 .b ,  ser ta  dika i t k an  dengan  kete rangan  

saks i  Drs  Danie l  P Tangma’ t i ,MM  ,  bahwa  sete lah  

tangga l  15  sampai  dengan  17  Januar i  2009  ,  masih  

ada  per temuan  ya i t u  pada  tangga l  27 Februar i  2009  

Bupat i  mendengar  Paparan  Di reks i  Perusda  dan  

lapo ran  mengenai  kont r i bus i  BUMD pada  pemasukan  

Pendapatan  Asl i  Daerah  (  PAD )  sebaga i  program 

ker j a  ya i t u  sebesar  14 Mi lya r  (  untuk  tahun  2009-

2013  ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 23
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang  ,  bahwa  putusan  te rsebu t  te l ah  

d iucapkan  dalam pers idangan  yang  te rbuka  untuk  umum 

pada  tangga l  14  Maret  2011  yang  d ihad i r i  o leh  kuasa  

hukum  Penggugat  /   Terband ing  dan  kuasa  hukum 

Tergugat  /  

Pembanding ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang  ,     bahwa     atas     dasar  

putusan    te rsebu t    Tergugat  

mengajukan ………….

mengajukan  permohonan  banding  pada  tangga l  24  Maret  

2011  yang  di te r ima   d i  Kepani t e raan  Pengadi l an  Tata  

Usaha  Negara  Makassar  sebaga imana  te r t uang  dalam 

akta  permohonan  band ing  pada  tangga l  te rsebu t  dan  

permohonan  band ing  te rsebu t  te l ah  dibe r i t a hukan  

kepada  pihak  lawan  (  Penggugat  /  Terband ing  )  

te r t angga l  29  Maret  

2011; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang  ,  bahwa Tergugat  /  Pembanding  t i dak  

mengajukan  memor i  

band ing ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 24
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Menimbang  ,  bahwa se lan ju t nya  sebe lum  berkas  

perkara  te rsebu t  dik i r im  ke  Pengadi l an  Tingg i  Tata  

Usaha  Negara  Makassar  (  Pengadi l an  Banding  )  kedua  

belah  p ihak  yang  bersengke ta  te rsebu t  o leh  Pani te ra  

Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara  Makassar  te lah  d ibe r i  

kesempatan  untuk  mel iha t  berkas  (  inzage  )  mela lu i  

sura t  pember i t ahuannya   te r t angga l  19  Apr i l  

2011; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  permohonan  banding  yang  

d ia jukan  o leh  Tergugat  /  Pembanding  ada lah  tangga l  

24  Maret  2011  ,  sedangkan  putusan  dalam  sengketa  

te rsebu t  te l ah  d iucapkan  dalam  s idang  yang  te rbuka  

untuk  umum pada  tangga l  14  Maret  2011yang  d ihad i r i  

o leh  Kuasa  Penggugat  /  Terband ing   dan  Kuasa  

Tergugat  /  Pembanding  ,  seh ingga  tenggang  waktu  

penga juan  band ing  masih  da lam  tenggang  waktu  14  

(  empat  belas  har i  )  sebaga imana   d imaksud  da lam 

keten tuan  pasa l  123 Undang- Undang Nomor :  

5 Tahun 
1986………….

5  Tahun  1986  sebaga imana  te l ah  di rubah  dengan  

Undang- Undang  Nomor  :  9  Tahun  2004  jo  Undang- Undang  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 25
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.idNomor  :  51  Tahun  2009  Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha 

Negara  ,  seh ingga  permohonan  banding  te rsebu t  secara  

fo rm i l  dapat  

d i t e rma; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang  ,  bahwa   Maje l i s  Hakim  Pengadi l an  

Tingg i  Tata  Usaha  Negara  Makassar  (  se lan ju t nya  

d isebu t  Maje l i s  Hakim Banding  )  sete lah  membaca dan  

mencermat i  secara  seksama Ber i t a  Acara  dan  sa l i nan  

putusan  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Makassar  

Nomor  :  65  /  G.TUN /  2011/  P.TUN.MKS.  tangga l  14  

Maret  2011  ,  kete rangan  saks i - saks i  ,  sura t - sura t  

bukt i  dar i  kedua  belah  p ihak  yang  bersengke ta  ,  

se lan ju t nya  da lam  musyawarah  Maje l i s  Hakim  Banding  

pada  har i  :  SENIN,  tangga l  10  OKTOBER 2011 te l ah  

d icapa i  kata  sepakat  bula t  bahwa  per t imbangan  

putusan  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Makassar  

Nomor  :  65 /  G.  TUN /2011/  P.TUN.MKS.  ,  tangga l   14 

maret  20011  yang  d imohonkan  band ing  t i dak  te rdapa t  

hal - ha l  baru  yang  dapat  membukt i kan  adanya  kesa lahan  

putusan  hak im  dalam menafs i f k an  dan menerapkan  hukum 

atas  sengketa  te rsebu t  ,  dengan  demik ian  t i dak  per lu  

d ipe r t imbangkan  lag i  o leh  Maje l i s  Hakim  Banding  ,  

o leh  karena  se lu ruh  per t imbangan  putusan  Pengadi l an  

Tata  Usaha  Negara  Makassar  te rsebu t  sudah  tepa t  dan  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 26
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benar  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  per t imbangan-

per t imbangan  te rsebebu t  d ia tas  putusan  Pengadi l an  

Tata  Usaha Negara  Makassar  Nomor  :  65 /  G.TUN /  2011  

/  P.TUN.MKS.   tangga l   14   Maret   2011  yang  

d imohonkan

band ing ……………

band ing  te rsebu t  harus  

d ikua tkan ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang  ,  o leh  karena  putusan  Pengadi l an  

Tata  Usaha  Negara  Makassar  d ikua tkan  ,  maka kepada  

Tergugat  /  Pembanding  harus  d ibeban i  membayar  biaya  

perkara  da lam kedua  t i ngka tan  Pengadi l an  ,  dan untuk  

t i ngka t  band ing  d i t e t apkan  sebaga imana  te rcan tum  

dalam  amar  putusan  d ibawah  

in i ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menginga t  ,  UndangUndang  Nomor  :  5 Tahun 1986  

sebaga imana  te l ah  di rubah  dengan  Undang- Undang Nomor  

:  9  tahun  2004  dan  te rakh i r  dengan  Undang- Undang  

Nomor  :  51  Tahun  2009  ten tang  Perubahan  kedua  atas  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 27
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.idUndang- Undang  Nomor  :  5  Tahun  1986  ten tang  Perd i l an  

Tata  Usaha Negara  ser ta  Pera tu ran  Perungang- Undangan  

la i n  yang  berka i t an  dengan  sengketa  

in i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

M E N G A D I  L I

- Mener ima  permohonan  banding  dar i  Tergugat  /  

Pembanding ; - - - - - - - - - - - - - - - -

- Menguatkan  putusan  Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara  

Makassar  Nomor  :   65  /  G.TUN /  2011/P .TUN.MKS,  

tangga l  14  Maret  2011,  yang  d imohonkan  banding  

te rsebu t ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Menghukum  Tergugat  /  Pembanding  untuk  membayar  

b iaya  perka ra  pada  kedua  t i ngka tan  Pengadi l an  

,yang  dalam  t i ngka t  band ing  d i t e t apkan  sebesar  

Rp.250.000 , -  (  dua  ra tus  l ima  pu luh  r i bu  

rup iah  ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Demik ian lah ……………

Demik ian lah  dipu tuskan  dalam  rapa t  

permusyawara tan  Maje l i sHak im  Pengad i l an  Tingg i  Tata  

Usaha  Negara  Makassar  pada  har i  SENIN,  tangga l  10 

OKTOBER 2011  oleh  ISTIWIBOWO, SH.MH sebaga i  Ketua  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 28
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Maje l i s ,  ACHMAD  HARI  ARWOKO, SH.  dan  ASMIN 

SIMANJORANG,  SH.  Masing- masing  sebaga i  Hakim 

Anggota ,  putusan  mana d iucapkan  da lam s idang  te rbuka  

untuk  umum pada har i  :  RABU,  tangga l  19 OKTOBER 2011 

oleh  Maje l i s  Hakim   te rsebu t  dengan  diban tu  oleh  

DRS. H.  HARIMON ALAM SYUKRI,  SH. ,  Pani te ra  Penggant i  

Pengadi l an  Tingg i  Tata  Usaha Negara  Makassar ,  dengan  

tanpa  dihad i r i  o leh  kedua  be lah  p ihak  yang  

bersengke t a maupun kuasa  hukumnya; -

HAKIM ANGGOTA  I KETUA MAJELIS

   t . t . d .  
Metera i / t . t . d .

ACHMAD HARI ARWOKO, SH.  

ISTIWIBOWO, SH.MH

HAKIM ANGGOTA I I

   t . t . d .

ASMIN SIMANJORANG, SH.

PANITERA PENGGANTI

t . t . d .

DRS. H.  HARIMON ALAM SYUKRI,  SH.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 29



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.idPer inc i an  Biaya  Perkara  Banding  

No.82 /B .TUN/2011 /PT.TUN MKS

1.

Matera i……………………………………………………. Rp.        6.000 , -

2.  

Redaks i……………………………………...……………. Rp.         5.000 , -  

3.  

Leges………………………………………..……………. Rp.         5.000 , -

4.  Biaya  proses  

penye lesa ian  perkara…………. Rp.    234.000 , -

  

Jumlah       Rp.    250.000 , -

                                                (  du

a ra tus  l ima  puluh  r i bu  rup iah  )

     

    

 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 30


